SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 218/PP.04.2-Kpt/ 1406 /KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN TINDAK LANJUT SURAT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN
ROKAN HULU NOMOR 025/K.RI-07/PM.05.02/VI11/2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-
07 /PM.05.02/VII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tentang
Penetapan Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-
07/PM.05.02/VII/2020;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5898);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata
Kerja  Panitia  Pemilihan  Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,



Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 716);

Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor
1442 /HK.03-Kpt/03/KPU/XI1/2019 tentang Pedoman
Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum,;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 /PL.02-
Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan
Hulu Nomor 110/PP.04.2-BA/1406/KPU-
Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Pembahasan tindak
lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan
Hulu Nomor 025/K.RI-07 /PM.05.02/VII/2020;

2. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor
025/K.RI-07 /PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020

perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN TINDAK LANJUT
SURAT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN ROKAN
HULU NOMOR 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020.
Menetapkan langkah tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-
07/PM.05.02/VII/2020.
Langkah-langkah tindaklanjut sebagaimana  Diktum
KESATU adalah sebagai berikut :
a. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyurati kepala

desa/lurah untuk memilih dan menetapkan pegawainya



sebagai anggota Sekretariat PPS dengan Keputusan

kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;

KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan Verifikasi

Administrasi terhadap Data Sekretariat PPS yang

disampaikan oleh kepala desa/lurah kepada KPU

Kabupaten Rokan Hulu dengan cara sebagai berikut :

1.

Melakukan pengecekan terhadap Salinan
keputusan Kepala Desa/Lurah tentang
pengangkatan Pegawai Desa;

Melakukan pengecekan terhadap Kesesuaian data
antara Salinan Keputusan Pengangkatan sebagai
Pegawai Desa dengan Salinan Keputusan
Penetapan Sekretariat PPS;

Melakukan pengecekan terhadap Surat pernyataan
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN);

Melakukan pengecekan terhadap Surat pernyataan
independen dan tidak berpihak kepada peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu;
Melakukan pengecekan terhadap Surat keterangan
bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat
kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit
setempat atau surat pernyataan mampu secara
jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;

Melakukan pengecekan terhadap Surat pernyataan
mampu mengoperasikan perangkat teknologi
informasi;

Melakukan pengecekan terhadap Foto copy Kartu
Tanda Penduduk (KTP);

Melakukan pengecekan terhadap Pakta Integritas
yang telah ditandatangani oleh Sekretariat PPS;

Melakukan pengecekan terhadap Surat Pernyataan
Sehat Khusus Covid-19;

KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan Berita Acara

hasil verifikasi administrasi berkas Sekretariat PPS

sebagaimana angka 2 (dua);



d. KPU Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti
Keputusan kepala desa/ lurah atau sebutan lainnya
dengan menetapkan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat
PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu;
KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 19 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd
ELFENDRI
Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Risman Dianto



